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ABSTRAK

Dalam memberikan status kewarganegaraan Indonesia kepada orang asing,
Pemerintah harus mengikuti Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang
Kewarganegaraan. Tetapi Kementrian Hukum dan HAM dalam memberikan status
kewarganegaraan Republik Indonesia kepada Archandra, meskipun belum memenuhi
syarat yang dimuat dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 bahwa
Permohoan pewarganegaraan harus sudah bertempat tinggal di wilayah negara
Republik Indonesia paling singkat 5 tahun berturut-turut atau paling singkat 10 tahun
tidak berturut-turut. Permasalahan dalam penelitian tugas akhir ini adalah
bagaimanakah kewenangan yang dimiliki pemerintan memberikan kebijakan
kewarganegaraan dan apakah diskresi kemenkumham dalam pemberian status
kewarganegaraan republik indonesia terhadap arcandra tahar sudah sesuai dengan
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan.

Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan menggunakan
bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Penelitian Mengenai tugas akhir ini
termasuk jenis penelitian hukum yang normatif atau penelitian hukum kepustakaan.
Menurut pendapat Sudarto pengertian metode normatif dapat dijelaskan sebagai
berikut metode yuridis dalam arti sempit ialah penggunaan metode yang hanya
melihat hubungan logis atau anti logis , ataupun dengan cara lain yang sistematis, di
dalam keseluruhan perangkat norma. Sebaliknya apabila yang dilihat itu tidak hanya
hubungannya di dalam perangkat norma belaka, tetapi juga bahkan terutama dilihat
pentingnya efek sosial dari pembentukan norma-norma (hukum) sehingga jutru
dilihat pentingnya latar belakang kemasyarakatannya, maka metode ini tidaklah
kurang yuridis pula, ialah yuridis dalam arti luas.

Dari hasil penelitian disimpulkan bahwa  penggunaan diskresi dalam
pemberian diskresi kemenkumham dalam pemberian status kewarganegaraan
Republik Indonesia kepada archandra tahar bertentangan dengan Pasal 32 Undang-
Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan yaitu diskresi
yang sewenang-wenang, serta tidak sesuai dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan
yang Baik yaitu asas non diskriminasi, asas kepastian hukum.



ABSTRACT

In granting Indonesian citizenship status to foreigners, the Government must
follow Law No. 12 of 2006 on Citizenship. But the Ministry of Law and Human Rights
in granting citizenship status of the Republic of Indonesia to Archandra, although not
yet qualified contained in Article 9 of Law No. 12 of 2006 that application for
citizenship must have been located in the territory of the Republic of Indonesia at
least 5 consecutive years or at least 10 years in a row. The problem in this final task
study is how the authority of the government to provide citizenship policy and
whether the discretion of the ministry in granting citizenship status of the republic of
Indonesia to arcandra tahar is in accordance with Law No. 30 of 2014 on
Government Administration.

The research method used is normative juridical using primary, secondary
and tertiary legal materials. Your research on this final task includes normative legal
research or library law research. In Sudarto's opinion the definition of normative
methods can be explained as following juridical methods in a narrow sense is the use
of methods that only look at logical or anti-logical relationships, or in other
systematic ways, in the whole device of norms. On the contrary, if the view is not only
the relationship in the device of mere norms, but also even especially seen the
importance of the social effect of the establishment of norms (law) so that jutru is
seen the importance of the background of society, then this method is not less
juridical anyway, is juridical in a broad sense.

From the results of the study concluded that the use of discretion in the
provision of discretion in granting citizenship status of the Republic of Indonesia to
archandra tahar contrary to Article 32 of Law No. 30 of 2014 on Administrative
Administration is an arbitrary discretion, and is not in accordance with the General
Principles of Good Governance which is the principle of non-discrimination, the
principle of legal certainty.
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